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ABSTRAK 
 
SARDILA SYAIFUDDIN (B12113504), dengan judul “Tinjauan Hukum 
Pelaksanaan Penagihan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kecamatan Malili 
Kabupaten Luwu Timur”. Dibimbing oleh Muhammad Djafar Saidi selaku 
pembimbing I dan Ruslan Hambali selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
penagihan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu 
Timur serta mengetahui Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan 
penagihan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Malili  Kabupaten Luwu 
Timur  
 
Penelitian ini di lakukan di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur 
dengan objek penelitian adalah Badan Pengelola Pajak Keuangan Daerah, 
yang bertanggungjawab dalam menerima laporan dan mengelola pajak dan 
retribusi daerah, dan Kantor Kecamatan Malili selaku Pegawai yang diberi 
Wewenang oleh Bupati dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar di 
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini di lakukan dengan 
melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian 
yang kompeten dan relevan dengan topik yang diajukan dengan memaparkan 
secara deskriptif berbagai hasil wawancara lalu melakukan analisis terhadap 
data tersebut.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan 1. Pelaksanaan penagihan retribusi 
pelayanan pasar di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Belum sesuai 
dengan peraturan daerah yang berlaku, karena dalam pelaksanaannya pejabat 
yang berwenang dalam pemungutan retribusi tidak menertbitkan surat teguran 
apabila wajib retribusi tidak segera melunasi stelah 7 hari sejak jatuh tempo 
pembayaran. Disamping itu juga peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar  secepatnya 
disahkan agar memberikan payung hukum yang lebih kuat lagi terhadap teknis 
pelaksanaan retribusi pelayanan pasar sehingga mekanisme rangkaian 
pemungutan retribusi yang salah satunya penagihan retribusi pasar bisa 
dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, bukan dengan petunjuk ataupun 
perintah atasan. Selain itu Peraturan Daeran Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pelayanan Pasar masih belum lengkap memuat penjelasan mengenai 
Retribusi Pelayanan Pasar. 2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
pelaksanaan penagihan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Malili 
Kabupaten Luwu Timur. Faktor yang mendukung : terdapat beberapa faktor 
yang mendukung pelaksanaan penagihan retribusi pelayanan pasar di 
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sehingga terjadi peningkatan 
penerimaan retribusi pelayanan pasar di kecamatan malili dalam 3 (tiga) tahun 
terakhir, faktor tersebut diantaranya adanya payung hukum yang jelas terhadap 
rangkaian proses pemungutan retribusi pelayanan pasar , kemudian disiplin 
kerja yang tinggi dari para pegawai kecamatan yang terlibat, sarana dan 
prasarana yang pelaksanaan penagihan yang memadai. b. Faktor yang 
x 
 
menghambat : dalam pelaksanaan penagihan retribusi pelayanan pasar juga 
terdapat faktor yang menghambat, yaitu Kurangnya sumber daya manusia yang 
dilibatkan dalam pelaksanaan penagihan retribusi pelayanan pasar sementara 
wajib retribusi yang akan diakomodir tidak sebanding dengan pegawai penagih 
retribusi yang berasal dari Kecamatan Malili, kemudian faktor masih kurangnya 
kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi terutangnya. 
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      BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Negara Republik Indonesia merupakan Negara kesatuan sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia ialah Negara 
Kesatuan,yang berbentuk Republik”. Sebagai Negara kesatuan, maka daerah 
adalah bagian yang tak terpisahkan oleh Negara untuk melaksanakan 
pemerintahanNegara Indonesia merupakan Sejak awal terbentuknya, Negara 
hukum sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 
bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.1 Dengan tujuan untuk 
mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia, Hukum disini mempunyai 
arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku 
manusia dalam hubunganya dengan manusia yang lain. 
Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang dimaksudkan bahwa 
kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan untuk 
mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat, 
Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dan yang lain tidak 
saling barlawanan.  
Selain itu sebagai negara kesatuan, Pemerintah yang mempunyai 
kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan 
memberikan wewenang terhadap Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah 
tangganya sendiri dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai 
                                                          
1 Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 
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dengan amanat UU NRI Tahun 1945 mengenai pemerintahan daerah agar 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, 
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan 
daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 
keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
Selanjutnya, dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: 
 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang 
berlaku”.2 
 
Perbincangan mengenai otonomi daerah dalam sistem pemerintahan 
daerah di Indonesia begitu kompleks dan sangat berpengaruh dalam 
perkembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan otonomi 
daerah berarti telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya 
berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga 
pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan 
masyarakat. Karena kewenangan membuat kebijakan peraturan daerah 
sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah 
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat 
berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan otonomi 
daerah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah yakni 
pendapatan asli daerah, sumber daya manusia yang dimiliki daerah, dan 
                                                          
2 Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada di 
daerah. 
Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut adanya kesiapan sumber daya 
dan sumber dana, responsibilitas serta akuntabilitas dari tiap-tiap daerah. 
Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung adanya 
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang 
disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah sebagaimana di atur dalam 
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
Mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi 
tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya 
masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka 
setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk 
pembangunan yang berkelanjutan.  
Untuk itu perlunya pemerintah daerah memperoleh keuangan untuk 
mengelola potensi wilayah yang dimiliki salah satunya melalui Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat. Pendapatan asli daerah merupakan semua 
penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri 
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Sumber PAD merupakan sumber 
keuangan daerah yang di peroleh dari wilayah bersangkutan. Kemudian dalam 
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rangka meningkatkan PAD merupakan salah satu kriteria dalam pemantapan 
otonomi daerah adalah PAD. Terlepas dari itu, sebenarnya penyerahan 
kewenangan dari pemerintah pusat yang di berikan kepada pemerintah daerah 
bukan hanya sekedar meningkatkan PAD, tetapi juga meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada masyarakat dengan demikian yang diharapkan otonomi 
yang nyata dan bertanggung jawab itu adalah peningkatan kualitas pelayanan 
aparatur dan semua jajarannya kepada masyarakat.3 
Adapun sumber PAD sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan sebagai berikut : 
1. Pajak Daerah; 
2. Retribusi Daerah; 
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 
4. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang Sah. 
Berdasarkan sumber PAD tersebut di atas yang paling potensial dan 
memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. 
Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah dijelaskan :  
”Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan”.4  
 
Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah. 
Berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Retribusi Daerah bahwa salah satu pungutan retribusi daerah 
                                                          
3 H.A.W. Widjaja., Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, 
hal.34 
4 Pasal 1 UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
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adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum 
yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan 
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan pelayanan ini 
dirasakan cukup penting sebagai aspek hukum dalam pelayanan publik sebagai 
indikator utama bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan 
Pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan 
dikelola secara efektif dan efisien. 
Berkaitan dengan hal tersebut, perlu untuk kemudian melihat konsistensi 
undang-undang yang berlaku terkait pelaksanaan retribusi pelayanan pasar 
sebagai salah satu penunjang kesejahteraan masyarakat dalam wilayah 
bersangkutan. Berkaitan dengan pelayanan pasar, objek retribusi pasar 
menurut Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 13 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pelayanan Pasar menyebutkan bahwa: 
 ”Obyek Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang terdiri dari lods dan 
kios”. 
Salah satu daerah yang sumber penerimaannya berasal dari retribusi 
pelayanan pasar adalah Kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur. Proses 
pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kecamatan Malili kabupaten Luwu 
Timur ini bisa dibilang belum berjalan optimal, karena kurangnya kesadaran 
masyarakat atau Wajib Retribusi dalam melakukan pembayaran.  
Disamping itu juga Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi 
pasar di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yaitu kurangnya sumber 
daya manusia dalam penagihan retribusi pasar. 
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Tabel 1.1 
Target dan Realisasi Pemungutan Retribusi Pasar di Kecamatan Malili 
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2016 
Tahun Target Setiap 
Tahun 
Realisasi Bulan 
Jan s/d Des  
% 
2014 Rp. 57.720.000 Rp. 55.227.000 99,52 % 
2015 Rp. 57.720.000 Rp. 56.425.000 98,56 % 
2016 Rp. 57.720.000 Rp. 57.720.000 100 % 
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur 
2017 
Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa  Realisasi pemugutan Retribusi 
Pelayanan Pasar Di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur terus mengalami 
peningkatan pada setiap tahunnya atau 3 Tahun terakhir, namun pada tahun 
2016 penerimaan retribusi di kecamatan malili kabupaten luwu timur itu sesuai 
target. Penagihan  dan Pengelolan keuangan dibidang retribusi pasar 
tradisional sudah seharusnya sesuai dengan semangat pembangunan daerah 
yang berdasarkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, pembangunan 
dan peremajaan pasar-pasar tradisional membutuhkan investasi dan perhatian 
yang besar sehingga dapat saja mengurus Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah (APBD), sementara kebutuhan pembangunan tidak hanya terpusat 
pada pasar tradisional saja. Ditambah lagi ketika pemungutan retribusi yang 
terealisasi tidak sesuai dengan sebagaimana semestinya.5 
Dari 11 Kecamatan dikabupaten Luwu Timur, hanya beberapa 
kecamatan yang mempunyai pasar. Diantaranya masih ada pasar yang sudah 
                                                          
5 Hasil wawancara dengan Joni selaku Pegawai Bagian Pajak Kantor BPKD (Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah) 
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tidak aktif dan yang masih produktif. Pasar yang dikecamatan Burau termasuk 
dalam pasar yang sudah tidak beroperasi lagi. Terdapat 5 kecamatan 
diantaranya kecamatan Tomoni, Kecamatan Malili, Kecamatan Kalaena, 
Kecamatan Wotu dan Kecamatan Towuti merupakan pasar Pemerintah Daerah 
yang Retribusinya di terima langsung oleh Pemerintah Daerah. Pasar Soroako 
yang dibangun oleh PT.Vale dan PT. Vale sendiri sebagai pengelolanya. Dan 
selebihnya merupakan pasar  Swadaya yang belum dibangun secara resmi dan 
dikelola oleh pemerintah daerah. 
Melihat proporsi dari retribusi yang terus meningkat cukup besar setiap 
tahunnya, serta banyaknya pasar tradisional di Kabupaten Luwu Timur yang 
secara kasat mata tidak mengalami peningkatan secara kualitas dibidang 
sarana dan prasarana. Dengan menganggap kiranya perlu untuk mengadakan 
penelitian terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, serta faktor-faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut. Penelitian ini 
akan difokuskan di Pasar Malili Kab.Luwu Timur karena Pasar tersebut 
merupakan Pasar Kabupaten.6 
Dengan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas perlu di 
kaji secara mendalam, Sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penagihan Retribusi 
Pelayanan Pasar di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur”. 
A. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan 
masalah yang akan dibahas adalah : 
                                                          
6 Hasil wawancara dengan Wawan selaku Pegawai Pemungut Retribusi Pasar. Pada tanggal 17 
Februari 2017. 
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1. Bagaimana pelaksanaan penagihan Retribusi Pelayanan Pasar di 
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur ? 
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penagihan Retribusi 
Pelayanan Pasar di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur ? 
B. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penagihan Retribusi Pelayanan 
Pasar di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur  
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan 
penagihan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Malili  Kabupaten Luwu 
Timur  
C. Manfaat Penelitian 
a.    Manfaat Teoritis : 
1. Hasil penelitian dapat memperkaya kajian mengenai pelaksanaan 
Penagihan retribusi pelayanan pasar di Kecamatan Malili Kabupaten 
Luwu Timur  
2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang       
sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti. 
b.   Manfaat Praktis :  
1. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau   
praktisi hukum dan instansi terkait tentang pelaksanaan retribusi 
pelayanan pasar 
 2. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat  memberikan masukan 
kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai 
 9 
 
pertimbangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui 
pelaksanaan retribusi pelayanan pasar. 
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BAB II 
         TINJAUAN PUSTAKA 
A. Retribusi Daerah 
1. Sumber Hukum Retribusi Daerah 
Retribusi daerah merupakan salah satu hal yang paling penting dalam sistem 
desentralisasi. Retribusi daerah sendiri Menurut Marihot P. Siahaan, adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. Sementara Jasa adalah kegiatan 
pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, 
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan 
oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.7 Terkait sistem desentralisasi tersebut, 
menurut Ahmad Yani hal itu merupakan peluang bagi Daerah Provinsi dan  
Kabupaten/Kota untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan 
menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi 
kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.8 
Pasal 23 A UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu dasar hukum 
pembentukan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 
(UU KUP). Pasal tersebut berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat 
memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang“. Maka 
                                                          
7 Ida Zuraida, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, Hal. 99. 
8 Diaz Priantara Ak, Perpajakan Indonesia, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012, Hal. 283. 
 11 
 
dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 itulah dibentuk UU KUP. Peraturan 
mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dengan 
Undang-undang (UU). Berdasarkan hierarki norma hukum yang berlaku di 
Indonesia, UU menempati posisi nomor dua, yakni setelah UUD 1945. Hierarki 
norma hukum, menurut penjelasan kelsen, berjenjang dan berlapis-lapis dalam 
suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma 
yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai kepada suatu norma yang tidak 
dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar. 
Dengan menggariskan bahwa pajak diatur dengan UU, UUD NRI Tahun 1945 
hendak memastikan pemungutan pajak dikendalikan juga oleh rakyat melalui 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lebih lanjut, setelah perumusan peraturan 
pajak disetujui oleh perwakilan rakyat, maka dapat dianggap bahwa tidak ada 
lagi pemungutan yang bersifat memaksa dalam lingkup nasional.9 
2. Dasar hukum Retribusi Daerah 
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.10 Dalam 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis objek dan golongan retribusi 
yaitu, Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Retribusi 
Pasar merupakan salah satu jenis retribusi Jasa Umum sebagaiman 
                                                          
9 http://bukabukaanpajak.wordpress.com/2010/02/17/tentang-pasal-23-a-uud-1945.html. 
diakses pada tanggal 21 maret 2017 pada pukul 18.00 Wita 
10 Ahmad Yani. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta : Rajawali 
Pers, 2013, Hal.63 
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disebutkan dalam Pasal 110 Ayat (1) huruf f, Undang-Undang Nomor 28 tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
Selanjutnya, dalam Pasal 149 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikatakan bahwa rincian 
jenis objek dan golongan dari setiap retribusi, diatur dalam Peraturan Daerah 
masing-masing daerah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 
kemudian membentuk  Peraturan Daerah Dibidang Retribusi Jasa Umum yaitu 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayan Pasar di 
Kabupaten Luwu Timur, yang didalamnya terdapat penjelasan tentang jenis 
retribusi pasar yang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum. 
3. Fungsi Retribusi Daerah 
Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap PAD. Di mana 
fungsi tersebut dapat diukur berdasarkan target capai pungutan retribusi. 
Apabila target pencapainnya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan 
tinggi atau besar pula. Dalam kaitannya dengan perekonomian Indonesia 
secara menyeluruh, retribusi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: 
a. Sumber pendapatan daerah 
Jika daerah telah memiliki sumber pendapatan yang mampu memenuhi dan 
mencukupi kebutuhan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak lagi 
memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta membantu pembangunan 
daerah. Peran serta pemerintah pusat dalam hal pembangunan daerah bias 
berupa pemberian bantuan daerah untuk pendidikan, keluarga miskin atau 
untuk apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga pemerintah daerah.  
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b. Pengatur kegiatan ekonomi daerah 
Kegiatan ekonomi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika sumber-
sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya dengan ekonomi di 
daerah, yang mana retribusi menjadi salah satu sumber keuangannya. 
Sehingga pengaturan kegiatan ekonomi daerah pada pos-pos tertentu dapat 
dijalankan dengan baik dan lancar. 
c. Sarana stabilitas ekonomi daerah 
Retribusi yang masuk ke kas daerah secara rutin akan menjadikan 
perekonomian daerah pada posisi stabil ekonomi karena biaya-biaya 
penyelenggaraan pemerintah daerah telah disokong oleh retribusi. 
d. Pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat 
Jika poin-poin diatas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan 
pada pembangunan dan pendapatan masyarakat akan tercapai yang sekaligus 
meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat. 
Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam daerah dengan system 
ekonomi desentralisasi. Jika semua fungsi diatas berjalan dan berlaku baik 
ditiap-tiap daerah di Indonesia, secara agregat akan mempengaruhi 
perekonomian bangsa. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan mungkin 
saja terjadi berbagai kendala atas pemungutan retribusi.11 
B.  Retribusi Pelayanan Pasar 
1. Pengertian Pelayanan Pasar 
Konsideran Menimbang Peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 
13 Tahun 2011, bahwa pelayanan pasar merupakan salah satu jenis objek 
                                                          
11 http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/perpajakan/fungsi-retribusi.com Di akses pada 
tanggal 22 Maret 2017 pada pukul 20.00 wita 
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retribusi daerah dalam golongan Retribusi Jasa Umum berdasarkan Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 
Namun secara umum, untuk memberikan definisi terkait retribusi pasar, kiranya 
dapat dipahami setiap penggalan kata antara retribusi dan pasar. Pasar adalah 
tempat yang memberikan suplai barang-barang konsumsi pada setiap orang 
atau pasar lain dan/atau fasilitas perdagangan lain seperti warung dan tokoh. 
Sedangkan pelayanan lain adalah penampung, penerima, atau sebagai 
pengumpul produk dari daerah penghasil atau sumber untuk dikirim atau 
dipasarkan kepusat pemasaran lainnya.12 
Adapun pengertian pasar menurut kamus besar bahasa indonesia ialah 
tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi 
atas barang yang diperdagangkan.13 Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan 
Presiden RI No. 112 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pasar adalah area tempat jual 
beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai 
pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat 
perdagangan maupun sebutan lainnya.  
Selanjutnya pengertian pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Luwu 
Timur Nomor 13 Tahun 2011, Pasar Daerah yang selanjutnya disebut pasar, 
adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan transaksi jual beli yang terdiri atas 
halaman/pelataran, bangunan lods, kios dan bentuk lainnya yang dibuat, 
diselenggarakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
 
                                                          
12 Azhari Aziz Samudra, Perpajakan di Indonesia; Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah, 
Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015, Hal. 298.  
13 G. Setya Nugraha & R. Maulina F, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya : Karina, 2011, 
Hal. 458. 
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Pasar sangat penting bagi roda perekonomian suatu Negara, maka itu 
muncullah fungsi utama pasar antara lain : 
 Fungsi Pembentukan Harga : Fungsi pembentukan harga. Artinya 
pasar merupakan tempat dalam menentukan harga (nilai) suatu 
barang karna pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan 
pembeli yang saling berinteraksi atau saling tawar menawar sehingga 
memunculkan suatu kesepakatan suatu harga (nilai) barang tersebut. 
 Fungsi Distribusi : Fungsi Distribusi. Artinya pasar memudahkan 
produsen dalam mendistribusikan suatu barang kepada konsumen 
atau pembeli secara langsung. 
 Fungsi Promosi : Fungsi Promosi. Artinya pasar merupakan tempat 
yang paling cocok bagi produsen dalam memperkenalkan kepada 
konsumen. 14 
Berdasarkan Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten 
Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, bahwa  
jenis pelayanan pasar terbagi atas 2 yaitu : 
 Lods adalah bangunan tetap atau permanen didalam lingkungan 
pasar berbentuk memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas antar 
ruangan yang digunakan s ebagai tempat berjualan. 
 Kios adalah bangunan tetap yang beratap didalam lingkungan pasar 
yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat lain mulai dari 
lantai, dinding, langit-langit/plafon yang dipergunakan sebagai tempat 
berjualan. 
                                                          
14 http://www.artikelsiana.com/2014/12/pengertian-fungsi-jenis-jenis-pasar.html?m=1.com 
Diakses Pada tanggal 6 April 2017 pada pukul 00.23 Wita 
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Lods dan Kios terbagi menjadi dua Lods kelas 1 a dan Lods kelas 2 a. serta 
Kios kelas 1 b dan Kios kelas 2 b.  
 Fasilitas Lods Kelas 1a dan Lods Kelas 2a terdiri dari bangunan 
permanen berbentuk memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas 
antar ruangan yang digunakan sebagai tempat berjualan, Daya listrik 
kurang dari 900watt, dan letaknya tidak strategis. 
 Fasilitas Kios Kelas 1b dan Kios Kelas 2b terdiri dari Bangunan tetap 
yang beratap yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat lain 
mulai dari lantai dinding, langit-langit atau plafon yang dipergunakan 
sebagai tempat berjualan daya listrik lebih dari 900watt dan letaknya 
strategis.  
Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa 
pelataran,los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk 
pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan 
Usaha Milik Daerah, dan Pihak swasta.15 
 
2.  Subjek Retribusi Pelayanan Pasar 
Subyek dari retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan atau menikmati pelayanan dari jasa umum yang bersangkutan. 
Sedangkan wajib retribusi pasar yaitu orang pribadi atau badan yang menurut 
                                                          
15 Ahmad Yani. Op.Cit., Hal.65 
 17 
 
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi pelayanan pasar.16 
a. Subyek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek 
retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum. 
b. Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek 
ini dapat merupakan wajib retribusi jasa jasa usaha. 
c. Subyek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat 
merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.17 
Selanjutnya dalam ayat (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh 
BUMN, BUMD, dan pihak swasta.18 
3. Objek Retribusi Pelayanan Pasar 
Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan 
oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah 
dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut 
pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa 
tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa 
usaha, dan perizinan tertentu.19 
                                                          
16 Pasal 4 Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 
Pasar  
17 Ahmad Yani, Loc.Cit.  
18 Ahmad Yani, Loc.Cit. 
19 Ahmad Yani, Op.Cit., Hlm. 64 
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Selanjutnya, Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu 
Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Objek 
Retribusi Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, 
berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus 
disediakan untuk pedagang. 
Yang dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas berupa 
halaman/pelataran20 
4. Tarif Retribusi Pelayanan Pasar 
Pada Prinsipnya penetapan besarnya tarif retribusi sangat beragam. Hal 
tersebut dikarenakan objek, subjek dan pelayanan retribusi yang berbeda-
beda.21 Terkait dengan Retribusi Pasar, penentuan besarnya tarif retribusi 
disesuaikan dengan bentuk dan jenis pelayanan pasar pada setiap daerah. Hal 
tersebut merupakan cerminan dari nilai yang terkandung dari makna retribusi, 
dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, 
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.22 
Selanjutnya, Tarif Retribusi Pasar adalah nilai rupiah atau persentase 
tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi Pasar yang 
terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan 
mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya 
perbedaan retribusi tempat antara kios berlantai 1 (satu) dan kios berlantai 2 
                                                          
20 Pasal 3 Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang retribusi Pelayanan 
Pasar 
21 Pasal 151 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 
22 Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar 
 19 
 
(dua).23 Tarif Retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan 
prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pasar ditetapkan degan 
memperhatikan biaya penyediaan jasa bersangkutan, kemampuan masyarakat, 
aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan fasilitas pasar. 
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan 
pemelihraan, biaya bunga, dan biaya modal.24 
1. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas 
lods,kios, jenis fasilitas lainnya, letak lokasi, dan jangka waktu pemakaian. 
2. Jenis fasilitas lainnya, letak lokasi dan jangka waktu pemakaian 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas 
pasar dan kelas jenis fasilitas. 
3. Kelas pasar dan jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh Bupati. 
4. Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :25 
Tabel 1.2 
Tabel Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pasar di Kecamatan Malili 
 
 
Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011  
Pasal 8 
 
 
 
                                                          
23 Pasal 151 ayat (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 
24 Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar 
25 Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar di kabupaten Luwu Timur 
Kelas Pasar Jenis Fasilitas Tarif/M2/Bulan (Rp) 
Kelas I 
 
Kelas II 
a. Lods 
b. Kios 
a. Lods 
b. Kios 
2.000.00 
2.500.00 
1.750.00 
2.250.00 
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5.  Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar 
Pemungutan Retribusi Daerah berlandaskan pada pasal 58 UU No. 5/1974 
seperti sudah dikutip sebelumnya dan juga berdasarkan Undang-undang 
Darurat Nomor 12 tahun 1957. 
Yang menjadi media pemungutan Retribusi pasar di Kabupaten Luwu Timur 
yaitu, dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan 
SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah). Pemungutan dilakukan oleh pejabat 
pemungut retribusi (Kecamatan) dengan turun langsung ke pasar dan menagih 
satu persatu wajib retribusi.26 
1. Menurut peraturan perundang-undangan Pemungutan adalah suatu 
rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak 
atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi serta pengawasan penyetorannya.27 
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah 
(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen 
lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu 
langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang 
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan 
Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan 
                                                          
26 Hasil wawancara dengan Wawan selaku Pegawai Pemungut Retribusi Pasar 
27 Pasal 1 angka 49 Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
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retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda. Tata 
cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala 
daerah. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
Undang-undang nomor  28 Tahun 2009 didahului dengan Surat Teguran. 
Tata cara Pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan 
Kepala Daerah.  
Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. Pejabat pemungut retribusi adalah Pejabat pegawai yang 
diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.28 Hal tersebut kemudian berlaku secara tidak langsung 
terhadap retribusi pasar, karena retribusi pasar merupakan salah satu jenis 
retribusi jasa umum yang tergolong dalam retribusi daerah. Selain itu, 
pemungutan retribusi pasar harus berdasarkan prinsip-prinsip umum 
pemungutan retribusi. Fisher (1996) berpendapat bahwa prinsip umum 
pemungutan dan penarikan retribusi yaitu :  
1. Pembiayaan retribusi meningkat sebagai akibat dari peningkatan marjin 
keuntungan dan penggunaan lansung.  
2. Pembiayaan retribusi membutuhkan kondisi bahwa penggunaan lansung 
dapat dengan mudah diidentifikasi dan dikecualikan (pada biaya yang 
pantas) dari mengonsumsi pelayanan kecuali apabila harga dibayar 
dengan asumsi bahwa kebanyakan keuntungan dari sebuah pelaporan 
atau fasilitas diterima oleh pengguna barang.  
                                                          
28 Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
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3. Pembiayaan retribusi lebih efisien ketika permintaan lebih elastis 
harganya.  
4.  Marjin keuntungan dan bukan total keuntungan sangat berpengaruh 
dalam menentukan retribusi.29  
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2009 
Tentang Retribusi jasa umum, sebagai salah satu dasar hukum pemungutan 
retribusi pasar, mendefinisikan pejabat dengan pengertian yang sama yaitu, 
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
Terkait dengan golongan retribusi jasa umum, jenis retribusi pasar 
tradisional, seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah Luwu Timur 
Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
Bupati Luwu Timur sebagai pemegang kewenangan penanganan pasar, 
mendelegasikan kewenangan tersebut kepada masing-masing kecamatan yang 
ada di luwu timur Untuk memungut langsung retribusi. Ditindak lanjuti dengan 
Surat Keputusan Bupati Luwu Timur nomor 8/1/Tahun 2017 tentang 
Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 
6.   Penagihan Retribusi Pelayanan Pasar  
Pengertian secara luas dari penagihan di kutip Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, Pengertian Penagihan yaitu proses, cara, perbuatan 
                                                          
29 Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta : Sinar Grafika, 
2012, Hal. 128. 
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menagih, permintaan (peringatan dan sebagainya) supaya membayar utang 
dan sebagainya dan dalam arti lain tuntutan supaya memenuhi janji.30 
Penagihan Retribusi Pelayanan Pasar merupakan pengeluaran surat 
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan 
penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo 
pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi 
retribusi yang terutang. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikeluarkan oleh pejabat. Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk 
pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Keputusan Bupati.31 
Perbedaan mendasar antara penagihan dan pemungutan yaitu jika 
penagihan yaitu kegiatan yang dilakukan secara berulang terhadap wajib 
retribusi yang menunggak sedangkan pemungutan yaitu suatu rangkaian 
kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjrk retribusi penentuan 
besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada 
wajib retribusi sampai dengan penyetorannya. 
Selanjutnya, hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa 
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang 
Retribusi. Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tertangguh apabila : 
a. Diterbitkan surat teguran, atau 
                                                          
30 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
31 Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar di Kabupaten Luwu Timur 
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b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung 
maupun tidak langsung.  
Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 
Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.32 
7.  Pengawasan Pemungutan Retribusi Pasar 
Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapapaian hasil yang 
diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.  
Menurut Winardi ”pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan 
oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan 
hasil yang direnanakan”. 
Sedangkan menurut Basu Swasta ”pengawasan merupakan fungsi yang 
menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang 
diinginkan”. 
Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan 
kinerja standard pada perencanaan untuk merancang system umpan balik 
informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standard yang telah 
ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi penyimpangan tersebut, 
serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin 
                                                          
32 Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar di Kabupaten Luwu Timur 
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bahwa semua sumber daya perusahaan atau premerintah telah digunakan 
seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau 
pemerintah. Beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menalankan suaru 
perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang 
diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. 
Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari 
adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang 
akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan 
kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. 
Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat 
dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja 
sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana 
kebijakan pimpinan dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi 
sejauhmana kebijakan pimpinan dialankan dan sampai sejauhmana 
penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.33 
8.  Faktor Yang Mempengaruhi Pemungutan Retribusi Pasar 
a. Faktor Positif  
Faktor yang mempengaruhi peningkatan pungutan retribusi. Faktor-faktor 
tersebut adalah: 
 
 
                                                          
33 http://repository.unhas.ac.id/ di akses pada hari Senin 27 maret 2017 pada pukul 18.00 wita 
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1. Pengetahuan tentang asas-asas organisasi 
Keberhasilan suatu aktivitas, apalagi aktivitas bersama sekelompok orang 
yang menggunakan organisasi sebagai alat, sangat tergantung pada tingkat 
pengetahuan anggota-anggota dan pimpinannya akan asas-asas (prinsip-
prinsip) organisasi. Pengetahuan yang cukup mengenai hal ini, yang 
kemudian diikuti dengan penerapannya dalam organisasi akan berpengaruh 
secara positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Asas-asas organisasi 
tersebut antara lain: 
Perumusan tujuan yang jelas, pembagian tugas pekeraan, delegasi 
kekuasaan, tingkat-tingkatan pengawasan, rentangan kendali, dan kesatuan 
perintah dan tanggung jawab. 
Dengan adanya perumusan tujuan yang jelas, maka seseorang akan 
mengetahui secara tepat apa yang menjadi maksud dan tujuan organisasi 
sehingga akan menumbuhkan motivasi yang kuat baginya dalam melakukan 
pekerjaan dalam organisasi. 
Demikian pula adanya pembagian tugas akan memperjelas batas-batas 
wewenang, kewajiban dan tanggung jawab, sehingga kekacauan, konflik 
kewenangan/kekuasaan, tumpang-tindih atau kecenderungan menghindari 
tanggung jawab dapat dihindari. Delegasi atau pelimpahan wewenang akan 
memberikan tanggung jawab terhadap tugas dimaksud, karena ia memiliki 
wewenang penuh dalam bidang ini. 
Pemungutan Retribusi Daerah pada umumnya dilakukan oleh organisasi 
Daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Sebagai organisasi, maka dengan 
sendirinya Dinas ini tidak dapat melepaskan diri dari keharusan untuk 
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menerapkan asas-asas organisasi diatas, apabila benar-benar usaha 
pencapaian tujuan ingin terwujud. Untuk dapat menerapkan asas-asas 
dimaksud, maka pertama-tama aparatur Dinas Pendapatan Daerah harus 
memiliki pengetahuan yang cukup tentang asas-asas dimaksud. Tanpa 
pengetahuan yang cukup, terlampauan sulit bagi aparatur Dinas yang 
bersangkutan untuk menerapkan asas-asas diatas. 
Sekalian faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pungutan retribusi 
tidak hanya terbatas dalam faktor-faktor intern Dina situ sendiri, tapi tidak 
diabaikan bahwa faktor ini besar sekali pengaruhnya terhadap peningkatan 
pungutan retribusi di Daerah-daerah. 
2. Disiplin Kerja yang Tinggi 
Faktor manusia tetap merupakan faktor sentral yang menentukan seluruh 
gerak dan aktivitas suatu organisasi. Karena itu faktor-faktor lainnya misalnya 
materi/benda, uang/modal, dan sebagainya, hanya dapat dimanfaatkan bagi 
organisasi kalau manusia yang mengelolanya merupakan daya pembangun 
bagi organisasi dan bukan sebaliknya. Dalam pengertian ini berarti unsur 
manusia akan berkurang apabila tidak disertai dengan ketaatan pada peraturan 
atau prosedur aturan permainan yang berlangsung dalam organisasi yang 
tinggi agar manusia benar-benar berfungsi sebagai kekuatan pembangu. 
Disiplin dapat ditegaskan sebagai “suatu kekuatan yang berkembang 
didalam tubuh pekera sendiri dan menyebabkan dia dapat menyesuaikan diri 
dengan sukarela kepada keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, dan nilai-
nilai dari pekeraan dan tingkah laku“. 
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Dinas Pendapatan Daerah sebagai organisasi yang bertanggung jawab 
atas pungutan retribusi, juga hanya dapat difungsikan secara baik dan 
maksimal apabila para pegawainya memiliki tingkat disiplin yang tinggi pula. 
Pentingnya disiplin dalam setiap organisasi adalah agar setiap peraturan, 
prosedur, dan aturan main yang telah ditentukan didalam organisasi dapat 
ditegakkan. Dan hal inilah yang sangat menentukan keberhasilan organisasi 
dimaksud. 
3. Pengawasan yang Efektif 
Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam 
organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan 
sesuai dengan rencana, sesuai intruksi atau asas yang telah ditentukan, dapat 
diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki 
dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan efisien dan efektif ataukah 
tidak.34 
Dinas Pendapatan Daerah pun tidak lepas dari keharusan akan adanya 
pengawasan. Apalagi yang dikelola oleh dinas ini adalah uang Daerah yang 
merupakan tulang punggung tegaknya otonomi daerah. Karena itu, setiap 
penyimpangan atau ketidak sesuaian dengan rencana dapat menggoyahkan 
sendi-sendi penyelenggaraan otonomi daerah. 
Hal yang sangat penting dalam pengawasan adalah menentukan standart 
(alat pengukur) mengadakan penilaian (evaluate) dan mengadakan tindakan 
perbaikan (corrective action), dimana ketiga hal ini disebut juga sebagai 
”Proses Pengawasan”. 
                                                          
34 Josef Riwu Kaho, Otonomi Daerah, Jakarta :  PT RajaGrafindo Persada, 2005. Hal 184 
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b. Faktor Negatif 
Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami 
hambatan yaitu rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-
sumber pendapatan yang sah selama ini disebabkan oleh faktor Sumber Daya 
Manusia (SDM), kurangnya sumber daya manusia dalam pemungutan retribusi.  
Salah satu daerah yang sumber penerimaannya berasal dari retribusi 
pelayanan pasar adalah kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya, selain faktor 
pengawasan rendahnya penerimaan retribusi pasar juga disebabkan oleh faktor 
kesadaran wajib retribusi. Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi 
pasar merupakan salah satu faktor penentu bagi pemerintah Kabupaten Luwu 
Timur untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar. kesadaran wajib 
retribusi sering dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan 
hak dan kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama 
mengenai hal pengetahuan masyarakat, tingkat pendidikan dan sistem yang 
berlaku..  
Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa Pendapatan Asli Daerah 
Pemerintah dari retribusi Pasar Kab. Luwu Timur terus mengalami peningkatan 
pada setiap tahunnya/3 Tahun terakhir. Pemungutan dan Pengelolan keuangan 
dibidang retribusi pasar tradisional sudah seharusnya sesuai dengan semangat 
pembangunan daerah yang berdasarkan kesejahteraan masyarakat. Disamping 
itu, pembangunan dan peremajaan pasar-pasar tradisional membutuhkan 
investasi dan perhatian yang besar sehingga dapat saja mengurus APBD, 
sementara kebutuhan pembangunan tidak hanya terpusat pada pasar 
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tradisional saja. Ditambah lagi ketika pemungutan retribusi yang terealisasi 
tidak sesuai dengan sebagaimana semestinya.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
35 Hasil Wawancara dengan Wawan selaku Pegawai Bagian Umum dan Keuangan Kantor 
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
1.  Jenis Penelitian 
Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis-empiris, 
dengan bentuk deskriptif analis yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian dan 
dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian 
lapangan.  
Penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara 
langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan 
perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan 
hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang 
dianggap memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum 
tersebut.36 
2.  Lokasi Penelitian 
Untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi 
ini, penulis akan melakukan penelitian pada wilayah di Kabupaten Luwu Timur 
dengan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini.  Adapun lokasi 
penelitian yang dipilih penulis guna menunjang data adalah: 
1) Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
2) Kantor Kecamatan Malili dan Kantor Kecamatan Kalaena 
                                                          
36 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta, 1983. Hal.78 
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Alasan penulis memilih tempat tersebut dikarenakan SKPD/Unit Kerja 
terkait yang merupakan Pembina dan Pengawas dalam pelaksanaan 
pemungutan retribusi pasar dikabupaten luwu timur. 
3. Jenis Data 
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 
(dua) jenis data, yakni :  
a. Data Primer 
Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung di 
lapangan dengan mengadakan observasi dan wawancara interview pada pihak-
pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang atau n bahan 
banding guna memahami data primer yang berasal dari peraturan perundang-
undangan, tulisan, makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip atau bahan 
lain serta informasi dari pejabat instansi berwenang yang berhubungan dan 
menunjang dalam masalah penelitian.  
4. Sumber Data 
Sumber data merupakan tempat dimana data dari penelitian dapat 
diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan 
sumber data sekunder yang terdiri atas : 
a. Sumber Data Primer 
Pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian 
ini pihak yang terkait yaitu : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kantor 
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Kecamatan Malili dan Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur serta 
Wajib Retribusi. 
b. Sumber Data Sekunder 
Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum 
primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum 
primer, terdiri dari : 
c. Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini : 
 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah 
 Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi 
Daerah 
 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 
Tentang Retribusi pelayanan Pasar 
d. Buku-buku ilmiah dibidang hukum terutama berkaitan dengan Hukum 
Administrasi Negara, dan pajak dan Retribusi Daerah. 
e. Makalah dan hasil-hasil para sarjana. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini 
ditempuh prosedur sebagai berikut:37 
 
 
                                                          
37 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hal 176. 
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a. Studi Kepustakaan (Library Research)  
Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan 
cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur, 
peraturan perundang–undangan dan peraturan lainnya baik buku–buku literatur 
ilmu hukum serta tulisan–tulisan hukum lainnya yang relevan dengan 
permasalahan penulisan skripsi ini.  
b. Studi Lapangan (Field Reasearce)  
Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan 
mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian melalui 
pengamatan langsung (observasi), dokumentasi dan wawancara dengan pihak-
pihak terkait atau berkompeten.  
6. Analisis Data 
Data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder diolah 
terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan menggunakan metode empiris, 
yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan 
dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian menarik satu kesimpulan 
berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan menuangkannya dalam bentuk 
kalimat yang tersusun secara terinci dan sistematis. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Penagihan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan 
Malili Kabupaten Luwu Timur 
Indonesia sebagai sebuah negara tentu mempunyai sebuah aturan yang 
sifatnya mengikat seluruh warga negaranya, hal tersebut menjadi landasan bagi 
pemerintah sebagai representasi negara untuk menjalankan kewenangannya. 
Fungsi negara itu sendiri menurut W. Friedmann antara lain yaitu, sebagai 
penyelenggara atau penjamin kesejahteraan (the state as provider), sebagai 
pengusaha (as entrepreneur), sebagai wasit (the state as umpire), dan juga 
sebagai regulator (as regulator).38 W. Friedmann memang menjabarkan 
beberapa fungsi negara bukan fungsi pemerintahan akan tetapi oleh karena 
yang menjalankan urusan pemerintahan adalah representasi dari negara maka 
ini bisa di identikkan dengan fungsi pemerintahan.    
Indonesia sendiri menganut sistem desentralisasi untuk melaksanakan 
urusan pemerintahan, desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan  pemerintahan tidak semata-mata 
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan 
pemerintahan yang lebih rendah baik dalam bentuk satuan territorial maupun 
                                                          
38 Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara:dalam privatisasi BUMN, Cetakan ke-1, Jakarta : 
Kencana Prenada Media Group, 2012, hal 13. Berkaitan dengan fungsi pemerintahan 
mengenai fungsi pengaturan, hal ini juga di atur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 
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fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahi dan 
dibiarkan mengatur sendiri sebagian urusan pemerintahan.39 
Desentralisasi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 angka 8 sebagaimana telah 
mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, terakhir diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  adalah 
penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah 
otonom berdasarkan Asas Otonomi.  
Kabupaten Luwu Timur memiliki kewenangan seperti juga kabupaten/kota 
lainnya untuk mengelola daerahnya sendiri termasuk dalam hal keuangan 
seperti yang disebutkan dalam undang-undang. Pemerintah memiliki 
kewenangan untuk menentukan pendapatan daerah dan melakukan kerja sama 
untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Salah satu hal yang dilakukan 
adalah melakukan pemungutan retribusi yang merupakan kewenangan 
pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi dengan 
syarat harus sesuai atau sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa daerah tidak dibenarkan memungut jenis 
                                                          
39 Philipus M. Hadjon et.al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta : Gadjah 
Mada University Press, 2008, Hal.112. 
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pajak dan/atau retribusi di luar dari jenis pajak dan/atau retribusi yang telah 
disebutkan dalam Undang-Undang. Salah satu jenis retribusi yang dapat 
dipungut oleh daerah yaitu Retribusi Pasar yang kemudian di Kabupaten Luwu 
Timur diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Luwu Timur, yang 
didalamnya terdapat penjelasan tentang jenis retribusi pasar yang merupakan 
salah satu jenis retribusi jasa umum, sebagai aturan yang mengatur lebih lanjut. 
Pemungutan retribusi pasar tentu harus sesuai dengan peraturan-peraturan 
yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah dan dilengkapi dengan sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya, yang terdiri dari:  
1. Penghimpunan dan pendataan Objek retribusi pasar yang berkala dan 
berkelanjutan;  
2. Penghimpunan data subjek retribusi pasar;  
3. Melaksanakan penagihan retribusi pasar, alat yang digunakan, tarif retribusi 
pasar, hal-hal lain yang dibutuhkan harus ditinjau lebih jauh agar 
pemungutan retribusi maksimal dan tepat sasaran;  
4. Pengawasan penyetoran hasil pemungutan retribusi. Agar hasil pemungutan 
retribusi tidak disalah gunakan.  
1.  Objek Retribusi Pelayanan Pasar Kecamatan Malili 
Salah satu hal yang perlu dilakukan untuk melakukan rangakaian 
pemungutan retribusi adalah penghimpunan segala jenis objek retribusi yang 
menyangkut pelayanan retribusi pasar. Namun dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 
Pasar di Kabupaten Luwu Timur tidak dicantumkan ataupun dijelaskan 
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mengenai mekanisme penghimpunan dan pendataan objek retribusi pasar 
secara berkala. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah 
Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 
Pasar di Kabupaten Luwu Timur bahwa objek retribusi adalah pelayanan 
fasilitas pasar yang terdiri dari lods dan kios dengan pengecualian objek 
retribusi pelayanan fasilitas pasar seperti halaman/pelataran. 
Dari hasil penelitian penulis, Objek retribusi pasar dapat digambarkan 
dalam bentuk tabel sebagai berikut. 
Tabel 1.3 
Tabel Objek Retribusi Pasar di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur 
No  Jenis Fasilitas  Jumlah Total Ket  
1.  Kios  52 Unit Utuh  
2.  Lods  232 Unit Utuh 
Sumber data : Pemerintah Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur 
Dari data yang diperoleh Objek retribusi pasar di kecamatan Malili meliputi 
2 jeis fasilitas yaitu Kios dan Lods. Yang jumlah masing-masing Kios sebanyak 
52 Unit dan Lods sebanyak 232 Unit. Dimana masing-masing bangunan Lods 
dan Kios dalam keadaan utuh. Jumlah total objek retribusi pasar di kecamatan 
Malili Kabupaten Luwu Timur menurut data diatas adalah sebanyak 284 Unit. 
2. Subjek Retribusi Pelayanan Pasar Kecamatan Malili 
Subjek dari retribusi pasar di Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur adalah 
orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas 
pasar,40 Sedangkan wajib retribusi pasar yaitu orang pribadi atau badan yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
                                                          
40 Pasal 4 Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 
Pasar. 
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melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar, termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu.41  
Dalam hal data subjek retribusi pasar di kecamatan malili Kab. Luwu Timur, 
dari hasil penelitian dapat penulis gambarkan dalam bentuk tabel sebagai 
berikut. 
Tabel 1.4 
Tabel Subjek Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Malili Kabupaten 
Luwu Timur 2017 
No Pedagang Jumlah Jenis 
Fasilitas 
Ket 
1. 52 52 Kios Dalam 
2. 232 232 Lods Dalam 
Sumber data : Pemerintah Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur 
Dari data diatas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa jumlah 
tempat/fasilitas berbanding lurus dengan jumlah pedagang yang 
menggunakannya dan memenuhi kapasitas pasar. Dikatakan memenuhi 
kapasitas karena pemerintah daerah mengatur mengenai luas tempat/fasilitas 
yang dapat digunakan oleh pedagang.42 
3. Penagihan Retribusi 
Pengertian Penagihan retribusi  dalam arti luas adalah perbuatan pejabat 
pemungut yang diberi wewenang tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang 
Pajak dan retribusi, khususnya mengenai pembayaran retribusi yang  terutang. 
Pengaturan mengenai mekanisme penagihan dan pemungutan retribusi 
umumnya berbeda di setiap daerah, tergantung dari kebijakan pemerintah 
                                                          
41 Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar. 
42 Hasil Wawancara dengan Wawan selaku Pegawai Bagian Umum dan keuangan Kantor  
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Pada Tanggal 5 Mei 2017 
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daerah masing-masing. Di Kabupaten Luwu Timur terkait dengan pejabat yang 
berwenang dalam melakukan pemungutan dan penagihan retribusi 
sebagaimana tertulis dalam Peraturan daerahnya menyebutkan bahwa Pejabat 
tersebut adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.43 Hal tersebut seperti sekedar 
mempertegas apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Secara implisit pejabat yang berwenang dalam melakukan penagihan dan 
begitu pula terkait pemungutan retribusi pelayanan pasar adalah Bupati Kab. 
Luwu Timur, namun dalam implementasinya sebagaimana hasil penelitian 
penulis bahwa pejabat yang menjadi penagih retribusi pelayanan pasar 
diserahkan kepada masing-masing kecamatan yang ada di Kab. Luwu Timur 
untuk memungut dan menagih langsung retribusi, hal tersebut didasari dengan 
Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 8/1/2017 tentang pelimpahan 
kewenangan pemungutan Pendapatan Asli Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Luwu Timur. Dalam Surat Keputusan tersebut juga berisi mengenai 
kewenangan penagihan yang juga di delegasikan kepada pemerintah 
kecamatan.  
Terkait penagihan terhadap retribusi pelayanan pasar, terlebih dahulu di 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Luwu Timur ditegaskan 
mengenai klasifikasi pasar untuk menentukan mengenai struktur dan besarnya 
retribusi yang akan dikenakan kepada para pedagang. Klasifikasi tersebut 
                                                          
43 Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar. 
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terbagi ke dalam 2 (dua) kelas dengan tarif yang tentunya juga berbeda-beda. 
Untuk penentuan kelas pasarnya sebagaimana hasil wawancara dengan 
saudara Andi muh. Amin selaku Pegawai Pemungut Retribusi Pasar, di atur 
berdasarkan jumlah pedagang, jenis fasilitas/sarana dan prasarana, waktu 
beroperasi, letak lokasi dan jangka waktu pemakaian. 
Untuk kriteria pasar dengan klasifikasi kelas I sebagai berikut : 
a. Jumlah pedagang lebih dari 150 orang; 
b. Sturktur bangunan pasar yang permanen berjumlah di atas 60 %; 
c. Fasilitas pasar terdiri atas, kios, lods, mushollah, jaringan listrik, sumber 
air bersih, kebersihan pasar, bak sampah, dan MCK; 
d. Waktu beroperasi setiap hari; 
e. Berlokasi di ibukota kecamatan dan/atau ibukota kabupaten. 
Sementara untuk kriteria pasar dengan klasifikasi kelas II sebagai berikut : 
a. Jumlah pedagang sampai dengan 150 orang; 
b. Struktur bangunan pasar yang permanen berjumlah sampai dengan 
60%; 
c. Fasiltas pasar terdiri atas, kios, lods, mushollah, jaringan listrik, sumber 
air bersih, kebersihan pasar, bak sampah, dan MCK;   
d. Waktu beroperasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu; 
e. Berlokasi di ibukota kecamatan dan/atau Desa;44 
Berdasarkan klasifikasi pasar tersebut maka pemerintah kabupaten Luwu 
Timur mengelompokkan pasar-pasar yang ada di dalam daerahnya sebagai 
berikut : 
                                                          
44 Wawancara yang dilakukan Penulis dengan Andi muh. Amin selaku pejabat pemungut 
retribusi pasar dikecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 8 Mei 2017 
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Tabel 1.5 
Tabel Jumlah Pasar Yang ada di Kabupaten Luwu Timur 
No. Nama Pasar Lokasi Kelas 
Pasar 
1. 
2. 
 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 
Pasar Malili 
Pasar Tomoni 
 
Pasar Wawondula 
Pasar Angkona 
Pasar Kalaena 
Pasar Lakawali 
Pasar Burau 
Desa Baruga, Kecamatan Malili 
Kelurahan Tomoni, Kecamatan 
Tomoni 
Kecamatan Towuti 
Kecamatan Angkona 
Kecamatan Kalaena 
Kecamatan Malili 
Kecamatan Burau 
 
Kelas I 
Kelas I 
 
Kelas I 
Kelas II 
Kelas II 
Kelas II 
Kelas II 
 
 
Dari data pengelompokkan tersebut pasar di kecamatan malili termasuk ke 
dalam pasar kelas I, yang berarti tarif retribusi yang dikenakan terhadap para 
pedagang sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) yaitu : 
a. Lods dikenakan tarif Rp. 2.000.00 
b. Kios dikenakan tarif Rp. 2.500.00 
Mengenai pelaksanaan penagihan retribusi di pasar kecamatan malili, 
pegawai/pejabat yang ditugaskan menagih dengan menggunakan media STRD 
(Surat Tagihan Retribusi Daerah) atau surat lain yang sejenis, penagihan 
tersebut dilakukan oleh pegawai kecamatan dengan turun langsung ke pasar 
dan menagih satu-persatu wajib retribusi saat mereka menjajakan 
dagangannya.45 Sebelum melakukan penagihan terlebih dahulu pegawai 
                                                          
45 Hasil wawancara dengan Andi muh. Amin selaku pejabat pemungut retribusi pasar 
dikecamatan Malili Kabupaten Luwu Timu pada tanggal 8 Mei 2017 
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penagih retribusi pasar harus meniventarisir para wajib retribusi yang tidak 
membayar retribusi atau kurang membayar, wajib retribusi tersebut akan 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap 
bulannya dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. Ketika telah 
diinventarisir, maka wajib retribusi tersebut akan ditagih dengan menggunakan 
STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah). Penagihan retribusi terutang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 
didahului dengan surat teguran. Berikut table rinci wajib retribusi yang 
menunggak selama dua tahun terakhir. 
Tabel 1.6 
Tabel Subjek Retribusi Pasar yang menunggak membayar Retribusi 
 
No 
 
Tahun 
 
Nama 
Lama 
Tunggakan 
Jumlah 
Tunggakan 
Luas 
Bangunan 
M2 
 
Keterangan 
1    2016 Nurlia 10 Bulan Rp. 
120.000.00 
2x3 Lods 
2 2016 Deby 10 Bulan Rp. 
120.000.00 
2x3 Lods 
3 2017 Hartati 3 Bulan Rp. 
36.000.00 
2x3 Lods 
Sumber Data: Pemerintah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur 
Penetapan besar tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas bangunan Lods 
yang disewakan. Dengan luas bangunan Lods 2x3 m2 yang dimana 
berdasarkan Pasal 8 Perda Kabupaten Luwu Timur No 13 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pelayanan Pasar yang menetapkan tarif retribusi sebesar Rp. 2000 
per m2. Maka tiap m2 Lods yang disewakan dikalikan Rp.2000 per meternya. 
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Dari Hasil wawanacara bersama Nurlia, penulis dapat menyimpulkan 
bahwa dari pihak wajib retribusi mereka melakukan penunggakan dikarenakan 
adanya tumpang tindih tanggung jawab. Dimana pihak Nurlia sebagai pemilik 
dari Lods yang bersangkutan tetapi dalam hal pemakaian Lods di gunakan oleh 
pihak lain. Jadi dalam Kewajiban membayar retribusi terjadi kesalahpahaman 
antara pihak Pemilik dan Pemakai Lods. Hal yang sama dialami pula oleh 
pemilik Lods yang bernama Deby. Dan Hartati sebagai Pemilik Lods yang 
menunggak selama 3 bulan dikarenakan tidak pernah membuka Lodsnya 
sehingga pejabat pemungut tidak dapat menagih pembayaran retribusi selama 
3 bulan terakhir.46 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, Penagihan retribusi yang terjadi 
dipasar Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur belum sepenuhnya 
sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, karena dalam pelaksanaannya 
pejabat yang berwenang dalam pemungutan retribusi tidak menerbitkan surat 
teguran apabila wajib retribusi tidak segera melunasi setelah 7 hari sejak jatuh 
tempo pembayaran.  
Penerbitan surat teguran atau surat lain yang sejenis dikeluarkan segera 
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 
(tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, 
wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Surat teguran tersebut 
dikeluarkan oleh pejabat. Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk 
                                                          
46 Hasil Wawancara bersama wajib retribusi menunggak pada tanggal 12 April 2017 
 45 
 
pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Keputusan Bupati.47 
Selanjutnya, hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa 
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang 
Retribusi. Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tertangguh apabila : 
a. Diterbitkan surat teguran, atau 
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung 
maupun tidak langsung.  
Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 
Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.48 
Tujuan utama dari retribusi daerah adalah untuk menutupi biaya-biaya 
administrasi atas pemberian jasa yang berkaitan dengan fungsi pembinaan, 
pengendalian dan pengawasan yang merupakan kewajiban 
pemerintah daerah. Peraturan Daerah Retribusi pelayanan pasar ini diharapkan 
mampu menyumbang dan berkontribusi lebih dalam meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur, salah satu yang menjadi titik fokus dari 
                                                          
47 Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar di Kabupaten Luwu Timur 
48 Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar di Kabupaten Luwu Timur 
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penulis dalam hal ini untuk mengefektifkan penerimaan dalam bidang retribusi 
pelayanan pasar adalah terkait penagihannya. 
 Dalam rangka pelaksanaan penagihan retribusi pasar di kecamatan 
malili, salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilannya dengan 
melihat perbandingan antara target dan realisasi. Apabila target terpenuhi 
secara maksimal, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan retribusi tersebut 
berhasil. Sebagaimana Darise Nurlan menuturkan bahwa untuk melihat 
efektifitas kesuksesan retribusi daerah dapat menggunakan rumus, yaitu 
sebagai berikut : 
49 
Untuk melihat apakah pelaksanaannya sudah berjalan baik atau tidak, 
serta kinerja aparat pelaksana dapat dilihat dengan tercapainya target yang 
telah ditetapkan sebelumnnya. Berikut tabel target dan realisasi penerimaan 
retribusi pasar di kabupaten luwu timur. 
Tabel 1.7 
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-
2016 
Tahun Target Per-
tahun 
Realisasi Per-
Bulan Jan s/d 
Des 
% 
2014 842,850,000.00 839,473,158,00 99.63 
2015 795,150,000,00 760,755,169,00 95.67 
2016 1,759,350,200,00 1,567,816,060,00 89.11 
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2017 
                                                          
49 Darise Nurlan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Bandung : PT. Indeks IKAPI,  2006, Hal. 49 
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Dari data tabel diatas dapat kita lihat bahwa Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Luwu Timur selama 3 Tahun terakhir mengalami pendapatan 
realisasi yang tidak stabil, yang dimana Kontribusi dari retribusi pelayanan 
pasar juga mengalami peningkatan yang signifikan untuk lebih jelasnya berikut 
tabel target dan realisasi pemungutan retribusi pelayanan pasar khusus 
Kabupaten Luwu Timur tahun 2014-2016. 
Berdasarkan wawancara bersama Joni selaku Pegawai Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur, Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Luwu Timur sejak 3 tahun terakhir tidak pernah mencapai 
target Pendapatan Daerah. Pada tahun 2014 tidak memenuhi target yang telah 
ditetukan sehingga pencapaian realisasi pendapatan daerah hanya sebesar 
99,63 % dan di tahun selanjutnya pun masih belum bisa mencapai target.50 
Berikut tabel secara rinci target dan realisasi Pemungutan Retribusi 
Pelayanan Pasar di Kabupaten Luwu Timur: 
Tabel 1.8 
Target dan Realisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan pasar di 
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2016 
Tahun Target Setiap 
Tahun 
Realisasi Bulan 
Jan s/d Des  
% 
2014 122.580.000,00 121.991.250,00 99,52 
2015 133,150,000.00 133,810,000,00 100,50 
2016 133,150,000,00 135.210.000.00 101,55 
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2017 
Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa PAD Terhadap Pemerintah 
Daerah dari retribusi pasar Kabupaten Luwu Timur terus mengalami 
                                                          
50 Dari hasil wawancara bersama Joni selaku Pegawai BPKD pada tanggal 24 Mei 2017 
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peningkatan setiap tahunnya  atau 3 Tahun terakhir, bahkan pada tahun 2015-
2016  melebihi target yg telah ditentukan. 
Dari hasil wawancara bersama Joni, mengatakan dari pihak pejabat 
pemungut yang didelegasikan wewenang oleh Bupati berdasarkan Surat 
Keputusan No. 8/1/Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan 
Pendapatan Asli Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur yaitu dari pihak 
masing-masing kecamatan di Kabupaten Luwu Timur telah menyetor dana hasil 
pemungutan retribusi pelayanan pasar secara penuh dan sesuai dengan target 
masing-masing sehingga retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Luwu Timur 
bahkan melebih dari target yag ditentukan.51 
Tabel 1.9 
Target dan Realisasi Pemungutan Retribusi Pasar di Kecamatan Malili (Tahun 
2014-2016) 
Tahun Target Setiap 
Tahun 
Realisasi Bulan 
Jan s/d Des  
% 
2014 Rp. 57.720.000 Rp. 55.227.000 99,52 % 
2015 Rp. 57.720.000 Rp. 57.720.000 98,56 % 
2016 Rp. 57.720.000 Rp. 57.720.000 100 % 
Sumber Data :Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur 
2017 
 Dari data tabel di atas, dapat kita lihat bahwa penerimaan retribusi 
Pelayanan pasar Kecamatan Malili selama 3 (tiga) tahun terakhir ini selalu 
mengalami peningkatan, namun baru pada tahun 2016 penerimaan retribusi di 
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur itu sesuai dengan target.  penerimaan 
retribusi di kecamatan malili itu sesuai dengan target. 
                                                          
51 Hasil wawancara bersama Joni selaku pegawai BPKD pada tanggal 24 Mei 2017 
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Dari hasil wawancara beberapa wajib retribusi bahwa Peningkatan 
penerimaan retribusi salah satunya dikarenakan wajib retribusi yang 
mengatakan bahwa fasilitas yang didapatkan sesuai dengan jumlah retribusi 
yang mereka bayarkan.52 Tentu ada variabel atau faktor yang mempengaruhi 
tingkat keberhasilan penerimaan retribusi tersebut, salah satunya dapat di kaji 
dari segi penagihan retribusi pasarnya. 
B. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penagihan 
Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur 
 Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penagihan 
retribusi pelayanan pasar di kecamatan malili : 
a. Faktor Yang Mendukung 
Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan terhadap penagihan retribusi 
pelayanan pasar, Faktor-faktor tersebut adalah: 
1. Faktor Payung Hukum 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 Tentang 
Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Luwu Timur  merupakan Peraturan 
Tertulis yang di buat oleh Bupati bersama DPRD Kabupaten Luwu Timur yang 
sifatnya mengikat, Peraturan Daerah juga termasuk dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan yang diakui sebagaimana tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. Pelaksanaan penagihan retribusi merupakan amanah dari 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 Tentang 
Retribusi Pelayanan Pasar, dengan adanya payung hukum yang jelas maka hal 
                                                          
52 Hasil wawancara bersama beberapa wajib retribusi pada tanggal 26 Mei 2017 
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tersebut memberikan legalitas bagi pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk 
memungut retribusi di setiap pasar-pasar yang ada di Kabupaten Luwu Timur 
secara umum dan pasar kecamatan malili secara khusus.53 
Dengan Peraturan Daerah tersebut juga akan memperjelas batas-batas 
wewenang, kewajiban dan tanggung jawab, sehingga kekacauan, konflik 
kewenangan/kekuasaan, tumpang-tindih atau kecenderungan menghindari 
tanggung jawab dapat dihindari. Delegasi atau pelimpahan wewenang akan 
memberikan tanggung jawab terhadap tugas dimaksud, karena ia memiliki 
wewenang penuh dalam bidang ini. Ini tentu mempermudah Pemerintah dalam 
hal ini Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan penagihan guna 
memenuhi target penerimaan retribusi pasar yang telah direncanakan. 
Proses Pemungutan Retribusi Daerah yang didalamnya juga termasuk 
rangkaian penagihan retribusi jika merujuk pada Peraturan Daerah 
dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dimana secara implisit kewenangan 
itu diberikan kepada Bupati, yang selanjutnya Bupati mendelegasikan 
kewenangan Proses Pemungutan Retribusi kepada Kecamatan masing-masing 
melalui Surat Keputusan yang dikeluarkannya.  
2. Disiplin Kerja yang Tinggi 
Faktor manusia tetap merupakan faktor sentral yang menentukan seluruh 
gerak dan aktivitas suatu kebijakan. Karena itu faktor-faktor lainnya misalnya 
materi/benda, uang/modal, dan sebagainya, hanya dapat dimanfaatkan bagi 
organisasi (Pemerintah Kabupaten) kalau manusia yang mengelolanya 
merupakan daya pembangun bagi organisasi dan bukan sebaliknya.  
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Berkaitan dengan efektifitas suatu aturan hukum dalam hal ini Peraturan 
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar  juga sedikit banyak tergantung kepada manusianya, yaitu 
para Pejabat yang telah di berikan kewenangan oleh Peraturan Daerah tersebut 
dan juga para penegak hukum. Sebagaimana dipertegas oleh pendapat Ahmad 
Ali yang mengatakan bahwa “ efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara 
umum, tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak 
hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut, mulai dari tahap 
pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi 
tahapan penemuan hukum ( penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan 
konstruksi), penerapannya terhadap suatu kasus konkret.”54  Dalam pengertian 
ini berarti unsur manusia akan berkurang apabila tidak disertai dengan ketaatan 
pada peraturan atau prosedur aturan permainan yang berlangsung dalam 
organisasi yang tinggi agar manusia benar-benar berfungsi sebagai kekuatan 
pembangun. 
Disiplin dapat ditegaskan sebagai “suatu kekuatan yang berkembang 
didalam tubuh pekerja sendiri dan menyebabkan dia dapat menyesuaikan diri 
dengan sukarela kepada keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, dan nilai-
nilai dari pekerjaan dan tingkah laku“. 
Jika kita melihat tabel penerimaan retribusi pasar di Kecamatan Malili 
dimana setiap tahunnya selalu ada peningkatan, bahkan di tahun 2016 
penerimaan di bidang retribusi pasar di Kecamatan Malili itu sesuai dengan 
                                                          
54 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk 
Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) , Cetakan ke-4, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 
2012, Hal. 378. 
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target yang telah ditentukan, hal itu tentu baru dapat terlaksana secara baik dan 
maksimal apabila para pegawainya memiliki tingkat disiplin yang tinggi pula, 
terutama para pegawai pemungut/penagih pajak 
Pentingnya disiplin dalam setiap organisasi adalah agar setiap peraturan, 
prosedur, dan aturan main yang telah ditentukan didalam organisasi dapat 
ditegakkan. Dan hal inilah yang sangat menentukan keberhasilan penagihan 
retribusi. 
3. Sarana dan prasarana pelaksanaan penagihan yang memadai.  
Ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan penagihan retribusi yang 
memadai, juga ikut memberikan sumbangsi positif dalam rangkaian 
pemungutan retribusi. Sarana dan prasarana yang dimaksud misalnya, formulir 
Surat Penagihan atau kertas sejenis yang digunakan untuk melakukan 
penagihan. Andi muh. Amin, selaku pegawai lapangan menjelaskan dalam 
wawancara langsung yang dilaku kan bersama penulis mengatakan bahwa, 
terkadang pedagang pasar tidak mau melakukan pembayaran retribusi jika 
tidak menggunakan formulir penagihan atau kertas sejenis resmi yang 
diperlihatkan kepada pedagang. Disamping itu, sarana dan prasarana objek 
retribusi yang selalu diremajakan/direnovasi, menjadi alasan tersendiri bagi 
para subjek retribusi untuk melunasi kewajibannya dalam melakukan 
membayaran retribusi,walaupun dengan sedikit keterpaksaan.55 
4. Pengawasan yang Efektif 
Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam 
pelaksanaan kebijakan. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu 
                                                          
55 Wawancara yang dilakukan Penulis dengan Andi muh. Amin selaku pegawai pemungut 
retribusi pasar pada tanggal 10 Mei 2017 
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berjalan sesuai dengan rencana, sesuai intruksi atau asas yang telah 
ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk 
kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan efisien 
dan efektif ataukah tidak.56 
Kecamatan pun sebagai badan yang diserahi tugas untuk melakukan 
rangkaian pemungutan retribusi termasuk didalamnya penagihan retribusi 
pelayanan pasar pun tidak lepas dari keharusan akan adanya pengawasan. 
Apalagi yang dikelola adalah uang Daerah yang merupakan tulang punggung 
tegaknya otonomi daerah. Karena itu, setiap penyimpangan atau ketidak 
sesuaian dengan rencana dapat menggoyahkan sendi-sendi penyelenggaraan 
otonomi daerah. 
Hal yang sangat penting dalam pengawasan adalah menentukan standart 
(alat pengukur) mengadakan penilaian (evaluate) dan mengadakan tindakan 
perbaikan (corrective action), dimana ketiga hal ini disebut juga sebagai 
”Proses Pengawasan”.  Joni selaku Pegawai Bagian Pajak Kantor BPKD 
(Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) dalam wawancara bersama penulis 
mengatakan bahwa “selama ini mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mengawal retribusi pasar baik dalam 
pemungutan ataupun penagihan dilakukan dengan 2 tahap, tahap pertama 
dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban kepada setiap 
kecamatan mengenai pelaksanaan proses rangkaian pemungutan retribusi 
pelayanan pasar, dan yang kedua dengan turun langsungnya para pihak yang 
terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan rangkaian pemungutan 
                                                          
56 Josef Riwu Kaho, Otonomi Daerah, Jakarta :  PT RajaGrafindo Persada, 2005. Hal 184 
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retribusi pasar. Para pihak yang dimaksud adalah Inspektorat, Badan Pengelola 
Keuangan Daerah, dan juga para Camat.”57 Hal ini tentu mempersempit ruang 
gerak oknum yang akan menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan 
kepadanya, sehingga rangkaian proses pemungutan retribusi pelayanan pasar 
bersifat akuntabel dan transparan. 
b. Faktor Yang Menghambat 
1. Kurangnya Sumber Daya Manusia 
Dalam pelaksanaan penagihan retribusi pasar sering mengalami 
hambatan yaitu rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-
sumber pendapatan yang sah selama ini disebabkan oleh faktor Sumber 
Daya Manusia (SDM), kurangnya sumber daya manusia dalam penagihan 
retribusi.  Sumber Daya Manusia khususnya dalam bidang penagihan 
retribusi sangat terbatas, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan 
Andi muh. Amin selaku pegawai pemungut retribusi “ yang biasanya menjadi 
penagih itu khusus di Kecamatan malili maksimal hanya 3 (Tiga) orang. 3 
(Tiga) orang tersebut harus mengakomodir pemungutan retribusi pasar 
dengan jumlah pedagang yang lebih dari 200 orang. Menurut Andi muh. 
Amin hal itu sering menyulitkan para pegawai sehingga ketika turun langsung 
ke lapangan untuk menagih para pedagang, terkadang tidak efektif jika 
dilakukan hanya dalam kurun waktu 1 (satu) minggu saja.“58  menurut 
penulis hal tersebut sangatlah rasional jika penagihan hanya dilakukan oleh 
1-3 orang kemudian ingin mengakomodir seluruh pedagang pasar yang ada 
                                                          
57 Wawancara yang dilakukan Penulis dengan Andi muh. Amin selaku pegawai pemungut 
retribusi pelayanan pasar pada tanggal 8 Mei 2017 
58 Wawancara yang dilakukan Penulis dengan Andi muh. Amin selaku pegawai pemungut 
retribusi pelayanan pasar pada tanggal 8 Mei 2017 
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di kecamatan malili. Hal ini seolah memperlihatkan kurang seriusnya 
pemerintah menggarap Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari 
Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar. Solusi yang harusnya dilakukan 
oleh Pemerintah Kabupaten adalah dengan menambah pegawai di bidang 
pemungutan retribusi pasar dengan perimbangan yang sesuai dengan 
jumlah pedagang yang bisa diakomodir.  
2. Kurangnya Kesadaran Wajib Retribusi 
 Salah satu faktor yang menghambat penerimaan retribusi pasar juga 
disebabkan oleh faktor kesadaran wajib retribusi. Kesadaran masyarakat untuk 
membayar retribusi pasar merupakan salah satu faktor penentu bagi 
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan pendapatan retribusi 
pasar. kesadaran wajib retribusi sering dikaitkan dengan kerelaan dan 
kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi sesuai dengan 
peraturan yang berlaku terutama mengenai hal pengetahuan masyarakat, 
tingkat pendidikan dan sistem yang berlaku..  
Berdasarkan wawancara dan data yang diperoleh, bahwa kesadaran wajib 
retribusi di pasar Kecamatan Malili masih sangat kurang, hal itu dikemukakan 
oleh Wawan karena seringnya para pedagang mempunyai retribusi yang 
terutang yang ketika dilakukan penagihan para pedagang tersebut seringkali 
melontarkan alasan yang sama yaitu lupa tenggang waktu dan tidak 
mengetahui adanya Peraturan Daerah mengenai retribusi pelayanan pasar. 
Perlu untuk diketahui bahwa berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah 
Pemerintah dari retribusi Pasar Kab. Luwu Timur terus mengalami peningkatan 
pada setiap tahunnya/3 Tahun terakhir. Pemungutan dan Pengelolan keuangan 
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dibidang retribusi pasar tradisional sudah seharusnya sesuai dengan semangat 
pembangunan daerah yang berdasarkan kesejahteraan masyarakat. Disamping 
itu, pembangunan dan peremajaan pasar-pasar tradisional membutuhkan 
investasi dan perhatian yang besar sehingga dapat saja mengurus APBD, 
sementara kebutuhan pembangunan tidak hanya terpusat pada pasar 
tradisional saja. Ditambah lagi ketika pemungutan retribusi yang terealisasi 
tidak sesuai dengan sebagaimana semestinya.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
59 Hasil Wawancara dengan Wawan selaku Pegawai Bagian Umum dan Keuangan Kantor 
Kecamatan Pada Tanggal 10 Mei 2017 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka kedua 
permasalahan yang terdapat dalam penelitian, dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Pelaksanaan penagihan retribusi pelayanan pasar di Kecamatan Malili 
Kabupaten Luwu Timur Belum sesuai dengan peraturan daerah yang 
berlaku, karena dalam pelaksanaannya pejabat yang berwenang 
dalam pemungutan retribusi tidak menertbitkan surat teguran apabila 
wajib retribusi tidak segera melunasi stelah 7 hari sejak jatuh tempo 
pembayaran. Disamping itu juga peraturan pelaksanaan dari 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar  secepatnya disahkan agar memberikan payung 
hukum yang lebih kuat lagi terhadap teknis pelaksanaan retribusi 
pelayanan pasar, sehingga mekanisme rangkaian pemungutan 
retribusi yang salah satunya penagihan retribusi pasar bisa dilakukan 
dengan dasar hukum yang jelas, bukan dengan petunjuk ataupun 
perintah atasan. Selain itu Peraturan Daeran Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Retribusi Pelayanan Pasar masih belum lengkap memuat 
penjelasan mengenai Retribusi Pelayanan Pasar. 
Terkait pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan penagihan 
retribusi pelayanan pasar itu dalam implementasinya diserahkan 
kepada kecamatan masing-masing, hal itu didasarkan pada Surat 
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Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 8/1/2017 tentang pelimpahan 
kewenangan pemungutan Pendapatan Asli Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, kemudian fasilitas yang terdapat 
dan digunakan oleh wajib retribusi di dalam pasar, lalu tarif retribusi 
yang dikenakan terhadap wajib retribusi pun sudah sesuai dengan 
mekanisme yang berlaku. 
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penagihan 
Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu 
Timur  adalah sebagai berikut : 
a. Faktor yang mendukung : terdapat beberapa faktor yang mendukung 
pelaksanaan penagihan retribusi pelayanan pasar di Kecamatan 
Malili Kabupaten Luwu Timur sehingga terjadi peningkatan 
penerimaan retribusi pelayanan pasar di kecamatan malili dalam 3 
(tiga) tahun terakhir, faktor tersebut diantaranya adanya payung 
hukum yang jelas terhadap rangkaian proses pemungutan retribusi 
pelayanan pasar , kemudian disiplin kerja yang tinggi dari para 
pegawai kecamatan yang terlibat, sarana dan prasarana yang 
pelaksanaan penagihan yang memadai, dan ditambah dengan 
pengawasan yang efektif. 
b. Faktor yang menghambat : dalam pelaksanaan penagihan retribusi 
pelayanan pasar juga terdapat faktor yang menghambat, yaitu 
Kurangnya sumber daya manusia yang dilibatkan dalam 
pelaksanaan penagihan retribusi pelayanan pasar sementara wajib 
retribusi yang akan diakomodir tidak sebanding dengan pegawai 
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penagih retribusi yang berasal dari Kecamatan Malili, kemudian 
faktor masih kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar 
retribusi terutangnya. 
B.  Saran 
Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan 
saran sebagai berikut: 
5. Sebaiknya peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 13 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar  secepatnya disahkan 
agar memberikan payung hukum yang lebih kuat lagi terhadap teknis 
pelaksanaan retribusi pelayanan pasar, sehingga mekanisme 
rangkaian pemungutan retribusi yang salah satunya penagihan 
retribusi pasar bisa dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, bukan 
dengan petunjuk ataupun perintah atasan dan sebaiknya Peraturan 
Daerah Nomor 13 Tahun 2011 lebih melengkapi penjelasan mengenai 
Retribusi Pelayanan Pasar lebih jelas. 
6. Perlunya penambahan pegawai lapangan khususnya dalam 
melakukan penagihan retribusi pelayanan pasar, penambahan 
dilakukan sesuai dengan perimbangan wajib retribusi dalam suatu 
pasar. Sehingga hal tersebut bisa mengefisienkan pelaksanaan 
penagihan dari segi waktu. 
7. Pelaksanaan penagihan retribusi pelayanan pasar di Kecamatan 
Malili Kabupaten Luwu Timur Seharusnya sudah sesuai dengan 
Prosedur peraturan daerah yang berlaku karena dalam 
pelaksanaannya pejabat yang berwenang dalam pemungutan 
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retribusi tidak menertbitkan surat teguran apabila wajib retribusi tidak 
segera melunasi stelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran. 
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